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Ketua DPRD Kota Payakumbuh

di-

Payakumbuh

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi
Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota;




8. Surat Edaran Bawasiu RI Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Pengawasan Konten Internet (SIBER) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Wallkota Tahun 2024;

Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024
dan dimulainya tahapan Kampanye pada tanggal 25 September — 23 November 2024 serta
dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan
tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis
berdasarkan asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas
Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya maka dengan ini Bawaslu
menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang — Undang Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan: .

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan
lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam kampanye dengan
mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,
yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus
memenuhi ketentuan:

a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

(4) Cuti sebagaimana dima;ksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur
diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.




(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan

2. Bahwa Berdasarkan Pasal 53 Bab VI Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang

oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Kampanye Pemilihan yang menyatakan;

1)

2)

3)

4)

Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota,
pejabat negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan
mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

a, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan
bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara

Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama
Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;

b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
dan

c. Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan

b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan
wakil walikota,

c. Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Penyampaiansurat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditembuskan kepada:

a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan

b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta

walikota dan wakil walikota

Bahwa Berdasarkan Pasal 147 Parag?af 1 Susunan dan Kedudukan Peraturan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan;

1)

2)

Pasal 147 “DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum”
Pasal 148 “(1) DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Pejabat Daerah
Kabupaten/Kota.




4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka melakukan pencegahan,
bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh mengimbau kepada Ketua DPRD Kota Payakumbuh

agar:

a. Pejabat Daerah tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon baik sebelum maupun: setelah
ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Calon Walikota dan
Wakil Walikota.

b. Pejabat Daerah yang ikut terlibat dalam berkampanye agar mengajukan izin Kampanye
dan menjalani cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap Pejabat Daerah di lingkungan
kerjanya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

_/“AAN MUHARMAN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Pj Walikota Payakumbuh




